BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAHKABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2007TENTANGPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Datar perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi
perangkat daerah;

bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan
OperasionalSekolah dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara menjadiAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, penetapan peraturanperundang-undangan
mengenai Pajak Daerah dan RetribusiDaerah yang
berimplikasi terhadap perubahan strukturpendapatan,
penegasan terhadap kedudukan pejabat
pembuatkomitmen, penganggaran tahun jamak dan
pengaturanpendanaan tanggap darurat bencana, perlu
dilakukanpenyempurnaan terhadap Peraturan Daerah
Nomor4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;




Mengingat

1.

10.

11.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republikindonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5389);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

13. Undang-Undang ...



13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 3962);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian = Jumlah  Kalkulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta jumlah kumulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287 );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488);

21. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

31. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Investasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
PendanaanPendidikan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
BantuanKeuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

42. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara 5539)
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktursebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara
Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

54 .Peraturan ...



54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daecrah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007
Nomor 2 Seri E);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 17,
angka 18, angka 46, angka 48, angka 49, angka 54, angka 55,angka 61, angka
62, angka 74, angka 75, diubah, diantara angka 46 dan 47 disisipkan 1 (satu)
angka yakni Angka 46a, diantara angka 49 dan S50 disisipkan 1 (satu) angka
yakniAngka 49a,diantara angka 74 dan 75 disisipkan 1 (satu) angka yakni 74a,
diantara angka 75 dan 76 disisipkan 2 (dua) angka yakni75a dan 75b, diantara
angka 76 dan 77 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 76a, diantara angka 77
dan 78 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 77a, dan ditambah 2 angka
yakniangka 82 dan angka 83 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

7
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Datar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Nagari ...
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Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program resmi sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAadalah pejabat
pemegang Kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

22. Rekening ...
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23.

24,
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Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

29.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggeran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraanmaju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dankegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengankuantitas dankualitas yang terukur.

Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh
jenis belanja guna melaksanakankegiatan pemerintahan yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.

39. Fungsi ...
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44,
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46.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode S (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebagai dasar penyusunan APBD.

46a.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

47.

48.

49.

selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara
Umum Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adaiah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

49.aDokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

50.

51.

yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku
Bendahara Umum Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairandana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

52. Surat ...
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Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk menerbitkanSP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan olehpengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

Piutang Daerah adalah jumlah uvang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatanyang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenubhi
dalam satu tahun anggaran.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangintegral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mcngutamakan
mencari keuntungan, dan dailam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktifitas.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP. .
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Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atassatu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-sungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan
dan mensejahterakan masyarakat.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Kekayaan daerah adalah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah.

Organisasi adalah unsurpemerintah daerah yang terdiri dari DPRD,
Bupati/Wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai kebutuhan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

74a.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
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yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

75.a Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.

75.bDokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat

76.

DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya
sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD.

76a.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPKD.

77. Anggaran ...
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Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.

77a.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

78.

79.

80.

81.

82.

83.

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS
merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia
bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib
belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 3 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

TOBPFTATIOR™O Q0 O

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

azas umum pengelolaan keuangan daerah;
pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
struktur APBD;

penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, danRKA-PPKD;
penyusunan dan penetapan APBD;

pelaksanaan dan perubahan APBD;

penatausahaan keuangan daerah;

akuntansi keuangan daerah;

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
pengelolaan kas umum daerah;

. pengelolaan piutang daerah;

pengelolaan investasi daerah;
pengelolaan barang milik daerah;

pengelolaan dana cadangan,;
q. pengelolaan ...
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u.

pengelolaan utang daerah,;

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
penyelesaian kerugian daerah,;

pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan
peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah

Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi di bidang:

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

penyusunan Rancangan Peraturan DaerahAPBD, perubahan APBD, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

€. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

RO o P

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator
pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:

. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD:;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, dan
DPA-PPKD /DPPA-PPKD; dan

melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Rop

o

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada
Bupati.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi :

(1)

Pasal 7

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

(2) PPKD ...



(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD, dan DPA-PPKD /DPPA-PPKD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. menetapkan SPD;

J. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
pinjamanatas nama pemerintah daerah;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

o. melakukan penagihan piutang daerah;

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola
keuangan daerah selaku kuasa BUD.

(4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
sekretaris daerah.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D; dan
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatanuang daerah dan
mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
melakukan penagihanpiutang daerah.

— Gt
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(3) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKDuntuk
melaksanakan tugas-tugas sebagaiberikut :

menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
melakukanpengendalian pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjamanatas
nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

a0 o
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Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketentuan Pasal 11 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2a), ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/Pengguna barang dalam melaksanakantugas-
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh bupati atas usul kepala SKPD.

(2a)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya,;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

(3) Pelimpahan ...



12.

13.

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

(6) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Bupatimenetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

Ketentuan Pasal 18 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayatyakni
ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan.

(2a) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

(2b) semua penerimaan yang perlu dibayar kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (2a) adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari

pinjaman.
(3) Dihapus
(4) Dihapus
(5) Dihapus
(6) Dihapus

Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 18A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan
merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Pasal ...



10.

11.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang
kendali, dan/ataupertimbangan objektif lainnya.

(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Ketentuan Pasal 13 dihapus

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPDdan/atau
DPA-PPKD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD.

(2) PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :

a. meneliti  kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh
PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan,;
melaksanakan akuntasi SKPD dan/atau SKPKD; dan
menyiapkan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

(3) PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKDtidak boleh merangkap sebagai pejabat
yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara,
dan/atau PPTK.
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Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ayat (2)
dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKPD.

(2) Dihapus

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

(4) Bendahara ...



14. Pasal 19 ayat (2) dihapussehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup.

(2) dihapus.

15. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
19Asehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam
APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD.

16. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 22

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah,
yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam
satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1) huruf a
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,
objek dan rincian objek pendapatan.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufc
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,

objek dan rincian objek pembiayaan.

18. Ketentuan ...



3)

(4)

(5)

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup;

a. bagi hasil pajak; dan

b. bagi hasil bukan pajak.

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi
umum.

Jenis dana alokasi khususdirinci menurut objek pendapatan menurut
kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang mencakup:

a.

oo

hibah  berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

dana  darurat dari pemerintahdalam  rangka = penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencana alam;

dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota;

dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkanoleh
pemerintah; dan

bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 29

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah,
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan
pada SKPKD.

Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah
penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

22. Ketentuan Pasal 31diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 31

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :

pendidikan;

kesehatan;

pekerjaan umum,;

perumahan rakyat;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perhubungan;
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h. lingkungan ...



18. Ketentuan Pasal 25diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25

(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas :
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan
undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang

mencakup:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah /BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah
yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek
pendapatan yang mencakup :

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkansecara tunai

atauangsuran/cicilan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak;
pendapatan denda retribusi;
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,;
pendapatan dari pengembalian;
fasilitas sosial dan fasilitas umum;

. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

pendapatan dari Badan Layaran Umum Daerah (BLUD).

b |
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19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan
yang terdiri atas :
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.

(2) Jenis ...
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lingkungan hidup;
pertanahan;
kependudukan dan catatan sipil;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dankeluarga sejahtera;
. sosial;
ketenagakerjaan;
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
penanaman modal;
kebudayaan;
kepemudaan dan olah raga;
kesatuan bangsa dan politik dalamnegeri;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah,perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
ketahanan pangan;
pemberdayaan masyarakat dan nagari;
statistik;
kearsipan;
komunikasi dan informatika; dan
perpustakaan.
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Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

pariwisata;

kelautan dan perikanan;

perdagangan;

industri; dan

ketransmigrasian.
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(3) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

23. Ketentuan Pasal 38 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat
. yakni ayat (la), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (7a), serta ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 38

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 38

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikankemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(la)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(2)

padapembahasan KUA dan PPAS.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban
kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Tambahan ...



(3) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik

(4)

Da{?rah dalat"n rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah
dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang
memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-
profesional.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) memenuhi
kriteria paling sedikit:

a.
b.

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
dan

memenuhi persyaratan penerima hibah.

27. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 44

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerahdan

peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup
minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

28. Ketentuan ...




3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7a)

(8)

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada didaerahmemiliki tingkat kesulitan tinggi
dan daerah terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana
dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi Kkerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan dan
tunjangan kesejahteraan tertentu.

Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 4 1diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

25. Ket

(1)

(2)

Pasal 41

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d digunakan
untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

entuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42

Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah yang bersangkutan.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah
otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah ...



28. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, ditambah satu ayat yakniayat (7)
sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

29,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Pasal 46

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah nagari,
dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan
dan kepada partai politik.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
Pemerintah Daerah/pemerintah nagari penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau
anggaran pendapatan dan belanja nagari penerima bantuan.

Bantuan keuangan kepada pemerintah nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Pengaturan lebih lanjut mengenai bantuankeuangan  kepada
pemerintahan nagari ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 51 diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

)

Pasal 51

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b
digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintahan Daerah, termasuk barang yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja
barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraanbermotor,cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan,jasa konsultansi, lain-lain pengadaan
barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang
yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau
pihak ketiga.

30. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus:
sertaditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 52 ...



Pasal 52

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf ¢ digunakan
untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset sampai aset tersebut siap digunakan.

(3) Dihapus.

(4) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization
threshold)sebagai dasar pembebanan belanja modal.

31. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yakniPasal 53A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

. (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapatmengikat dana
anggaran:
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatantahun jamak
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b harus
memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yangsecara teknis
merupakan satu kesatuan untukmenghasilkan satu output yang
memerlukan waktupenyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurutsifatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahunanggaran seperti penanaman
benih/bibit, penghijauan,pelayanan perintis danau, makanan dan obat
dirumah sakit, layanan pembuangan sampah danpengadaan jasa
cleaning service.

. (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksudpada ayat (2)
berdasarkan atas persetujuan DPRD yangdituangkan dalam nota
kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud padaayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganannota kesepakatan
KUA dan PPAS pada tahun pertamarencana pelaksanaan kegiatan tahun

jamak.

(5) Nota Kkesepakatan bersama sebagaimana dimaksud padaayat (3)
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamaksebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhirtahun masa jabatan bupati

berakhir,

32. Ketentuan ...



32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

33.

34.

Pasal 65

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lainuntuk menganggarkan
hasil penjualan perusahaan milikdaerah/BUMD dan hasil
divestasipenyertaan modal Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf bdigunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang
diinvestasikan baikdalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketentuan Pasal 70 ayat (7) diubahdan ditambahkan ayat (8) dan ayat (9)
sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka menajemen kas dan
beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas ) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang
negara (SUN), sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan
negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi
permanen dan non permanen.

(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain
surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka
mengendalian suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga
untuk menambah kepemilikan modal saham suatu badan usaha, surat
berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan
baik dalam dan luar negeri, surat berharga tidak dimaksudkan untuk
dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

(5) Investasi permanen sebagaimana pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki
secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak
ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam
bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal
daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi
permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi ...



38.

39.

40.

41.

42.

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 80

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada
RPJPDaerah dan RTRW dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi,
RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya dan standar pelayanan minimal
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

RPJMD memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan
keuangan daerah, serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi,
misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan
program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator kinerjadaerah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82

RPJMD sebagaimana dimaksud dalamPasal 81 ditetapkan paling lambat 6
(enam) bulan setelah Bupati terpilihdilantik.

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) diubahsehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkanRKPD
dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam
Negerisetiap tahun.

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuatantara lain:
a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintahdengan Pemerintah Daerah,;
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
c. teknis penyusunan APBD; dan
d. hal-hal khusus lainnya.

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87

(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksudPasal 86 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin
olehsekretaris daerah.

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun
sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah
selaku ketua TAPDkepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama
bulan Juni.

43. Ketentuan ...




35.

36.

37.

(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan

(7)

(8)

(9)

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat baik untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau
surat utang jangka panjang yangdimaksudkan untuk dimiliki sampai
tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam
rangka palayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal
kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat,
pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yangtelah
tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modalpada tahun-tahun
sebelumnya, tidak diterbitkan peraturandaerah tersendiri sepanjang
jumlah anggaran penyertaanmodal tersebut belum melebihi jumlah
penyertaan modalyang telah ditetapkan pada peraturan daerah
tentangpenyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlahpenyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yangtelah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaanmodal, dilakukan perubahan peraturan daerah
tentangpenyertaan modal yang berkenaan.

Ketentuan Pasal 72 dihapus.

Ketentuan Pasal 76 dihapus.

Ketentuan Pasal 77 ayat (2)danayat (5)diubahsehingga Pasal 77 berbunyi
sebagai berikut :

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 77

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban APBD.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan propinsi yang penugasannya
dilimpahkan kepada kabupaten dan/atau nagari, didanai dari dan atas
beban APBDpropinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang penugasnnya
dilimpahkan kepada nagari, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten.

Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten,pembagiannya untuk setiap nagari diatur secara proposional
yang merupakan alokasi dana nagari sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

38. Ketentuan ...



43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Rancangan KUA memuat kondisi dan/atau kerangkaekonomi makro

daerah, asumsi penyusunanAPBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, kebijakanpembiayaan daerah, dan strategi
pencapaiannya.

(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

langkah-langkahkongkrit dalam mencapai target.

44. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) disusun
dengantahapan sebagai berikut:

a.
b.

menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang
disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah setiaptahun; dan

menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.

45. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat
pertengahanbulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraanpendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh TAPD

bersama Badan Anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA
dan PPAS palinglambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

46. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam
waktu bersamaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk

pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan
KUA dan PPAS.

(3) Dalam ...



(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan
KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang.

47. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 92

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD.

(2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. dihapus; dan
e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis
. standar belanja dan standar satuan harga.

(3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.

48. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal
100berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-
masing SKPD.

(2) Dihapus

. 49. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101

(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuatprogram/kegiatan.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung;:

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanjabagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

50. Ketentuan ...



S0. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubahsehingga Pasal 102 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 102

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untukmenelaah:

a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-
SKPDtahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen
perencanaanlainnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja,
standarsatuan harga;

c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian
kinerja,indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar
pelayananminimal;

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian
. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan
penyempurnaan.

S1. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) diubah sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 104

(1) Rancangan peraturan bupatitentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang
terdiri atas :

a. ringkasan penjabaran APBD; dan

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis,obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

. (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
memuatpenjelasan sebagai berikut:

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanjayang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkanpenggunaannya, sumber
pendanaannya dicantumkandalam kolom penjelasan; dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber
penerimaanpembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan
tujuanpengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran
pembiayaan.

52. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dihapussehinggaPasal 106
berbunyisebagai berikut :

Pasal 106

(1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta
lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan
Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan
untuk mendapatkanpersetujuan bersama.

(2) Dihapus ...



53.

54.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus

(4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

(5) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara
DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan menambah 5 (lima)
ayatyakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e) sehingga
Pasal107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang
APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian
rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

(3) Dihapus

(3a) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD
dapatmeminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

(3b) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalamdokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(3c) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap
rancanganperaturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati
danPimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran
berakhir.

(3d) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap,
makapejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksanatugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara
DPRD yangmenandatangani persetujuan bersama.

(3e) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b),
Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaranAPBD.

Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
107Asehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A
(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami Kketerlambatan Bupati

melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya
sebesarseperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran ...



55.

56.

57.

(2) Pengeluaran  setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang
bersifat tetap sepertibelanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor
sehari-hari.

Ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubahsehingga Pasal 108
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja
pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminmya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga.

Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
109Asehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalamPasal
108 ayat (1) setelah peraturan bupati tentang APBD tahun
berkenaanditetapkan.

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 111

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan
dalamPasal 108 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah
untukkenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak
daerah danretribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban
pembayaranpokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo
serta pengeluaran yangmendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.

58. Ketentuan ...



58. Ketentuan Pasal 112 ayat (2) diubahsehingga Pasal 112 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

()

(7)

(8)

Pasal 112

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama
DFPRD danrancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum
ditetapkan oleh Bupati palinglama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada
gubernur untuk dievaluasi.

Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan dokumen:

a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap
rancangan PeraturanDaerah tentang APBD;

b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;

c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentangAPBD;dan

d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota
keuangan padasidang DPRD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
tercapainya keserasian antarakebijakan daerah dan kebijakan nasional,
keserasian antarakepentingan publik dan kepentinganaparatur serta
untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan
dengankepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau
peraturan daerah lainnya yangditetapkan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Gubernurdan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima
belas) hari kerja terhitung sejakditerimanya rancangan dimaksud.

Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan
peraturan daerah tentangAPBD dan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD sudah sesuai dengankepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkanrancangan
dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang APBDdan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran
APBD tidak sesuai dengan kepentinganumum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRDinelakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasilevaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan
Bupati tetapmenetapkan rancangan peraturan daerah tentangAPBD dan
rancangan peraturan bupati tentangpenjabaran APBD menjadi peraturan
daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkanperaturan daerah
dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
paguAPBD tahun sebelumnya.

Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pernyataan
berlakunya pagu APBDtahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
padaayat(7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

59. Ketentuan ...



59. Ketentuan Pasal 115 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 115
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 115

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati tentangpenjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati
tentang penjabaran APBD.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
Bupati tentangpenjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabatyang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas
Bupati yang menetapkan peraturan daerahtentang APBD dan peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
Bupati tentangpenjabaran APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah ditetapkan.

Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib
menginformasikansubstansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah
diundangkan dalamlembaran daerah.

60.Diantara ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) pasal

yakniPasal 117A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 117A

Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuatprogram/kegiatan.

DPA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanjabagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

61. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

a.

menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;

b. mendanai ...



b.
(o

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.

62. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat
yakni ayat (5) sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 132

Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131
huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh
PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran
berikutnya.

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun
keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember
tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih

dahulu dilakukan pengujian terhadap:

a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan /atau belum
diterbitkanSP2D atas kegiatan yang bersangkutan;

b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau

c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

)

dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan
penyelesaian pembayaran.

Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:

a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun
anggaranberkenaan; dan

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena
kelalaianpengguna anggaran/barang atau rekanan, namun Kkarena
akibat dari forcemajor.

' 63. Ketentuan Pasal 149 ayat (5) diubah sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 149

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a
dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1) huruf a
dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS
perubahan APBD.

(3) Dalam ...




64.

635.

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap
penjelasan mengenai :

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;

C. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya
disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS
perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun
anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan
pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD.

Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 150

Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang
telahdisepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5), masing-
masingdituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama
antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Ketentuan Pasal 151 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah dan huruf b dan
huruf ddihapus sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 150,
TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam
perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

(2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup :
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
b. dihapus;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah
diubah kepada PPKD;

d. dihapus ...




3)

d. dihapus; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan
APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar
harga.

Pedoman penyusunan RKA-SKFD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang
dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.

66. Ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf d diubahsehingga Pasal 155 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 155

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 ayat (1) huruf ¢ dapat berupa :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat(2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; dan

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-
SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
berikutnya;

€. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus
diselesaikan sampaidengan batas akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf
¢, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan
terlebih- dahulu dalam RKA-SKPD.

67. Ketentuan Pasal 156 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) danayat (9)
disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (8a), ayat (8b), dan ayat(8c) sehingga Pasal
156berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156 ...




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 156

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf
d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

ao o

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud pada

ayat (8) dilakukan dengan pembebananlangsung pada belanja tidak
terduga.

(8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud pada

ayat (8) digunakan hanya untuk pencariandan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat,evakuasi korban bencana, kebutuhan air
bersih dan sanitasi,pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan
penampunganserta tempat hunian sementara.

(8¢c) Tata ...



(8¢)

)

(10)

(11)

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, danpertanggungjawaban belanja
kebutuhan tanggap daruratbencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(8b) dilakukandengan tahapan sebagai berikut:

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala
SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana
mengajukan RencanaKebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat
bencanakepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap daruratbencana kepada
Kepala SKPD yang melaksanakanfungsi penanggulangan bencana
paling lambat 1 (satu)hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukandengan
mekanisme TU dan diserahkan kepadabendahara pengeluaran SKPD
yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat padaBuku Kas
Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaranpada SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulanganbencana;

e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana
bertanggungjawab secara fisikdan keuangan terhadap penggunaan
dana tanggapdarurat bencana yang dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggapdarurat bencana
disampaikan oleh kepala SKPD yangmelaksanakan fungsi
penanggulangan bencana kepadaPPKD dengan melampirkan bukti-
bukti pengeluaran yangsah dan lengkap atau surat pernyataan
tanggungjawabbelanja.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut di sampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat(9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan sekretaris daerah.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih
dahulu ditetapkan dengan peraturan bupati.

68. Ketentuan Pasal 163 ayat (2) huruf g dihapussehingga Pasal 163 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 163

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 terdiri dari rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD beserta lampirannya.

Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :

a. ringkasan perubahan APBD;

b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;
c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi ...



d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;

dihapus;

daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

i. daftar pinjaman daerah.

=

69. Ketentuan Pasal 178 ayat (4) huruf a diubah sehingga Pasal 178 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 178

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,

belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran

pembiayaan pada SKPKD;

g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu SKPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
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Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) huruf h
didelegasikan oleh Bupati kepada kepalai SKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. PPK-SKPD dan/atau PPK-SKPKD yang diberi wewenang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan/atau SKPKD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas
dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

70. Ketentuan Pasal 181ayat (3) diubah, dan ayat (6) huruf b dihapus dan huruf c
diubah sehingga Pasall81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181 ...



71.

Pasal 181

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan :

a. buku kas umum;

b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

(3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD);

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain
yang dipersamakan;

c. Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat
Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan

d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungiawabkan
secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan  pertanggungjawaban
penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungiawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:

a. buku kas umum;

b. dihapus;

c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan

d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimakud pada ayat (7)
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan bupati.

Ketentuan Pasal 182 ayat (4) diubahsehingga Pasal 182 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 182

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi
geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar
kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Penatausahaan ...




(3)

(4)

()

(6)

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan :

a. buku kas umum; dan

b. buku kas penerimaan harian pembantu.

Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD);

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain
yang dipersamakan;

c. Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat
Setoran Retribusi Daerah (SSRD), dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan;dan

d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan.

72. Ketentuan Pasal 188 ditambahkan 1 (satu) ayat yakniayat (2) sehingga Pasal
188 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 188

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
perbulan,pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

73. Ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf ¢ dan d diubah sehinggaPasal 191
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 191

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran  untuk  memperoleh  persetujuan dari  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
ganti uang persediaan.

DokumenSPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-GU;

b. ringkasan SPP-GU;

c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;

d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;

e. salinan SPD;

f. draft ...



74.

75.

f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 193 ayat (1),ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3) diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 193 berbunyisebagai
berikut:

Pasal 193

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. surat Pengantar SPP-TU;

b. ringkasan SPP-TU;

c. rincian rencana penggunaan TU;

d. salinan SPD;

e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan
uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan uang persediaan; dan

g. lampiran lainnya

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

(5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana
dimaksudpada ayat (4) dikecualikan untuk:
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yangdiakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;

Ketentuan Pasal 206 ayat (3) huruf b dan huruf d dihapus dan huruf c
diubahsehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran;
b. dihapus ...
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

b. dihapus;
c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
d. dihapus.

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran; dan

b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran
tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan
SP2D.

Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Ketentuan Pasal 221 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 22 1berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 221

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi Pemerintahan Daerah.

Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam
bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan buku besar pembantu.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
yang meliputi :

Laporan Realisasi Anggaran(LRA);

laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL);
neraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas(LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
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(6) Dalam ...



(6)

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
yang meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA);

b. neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

77. Ketentuan Pasal 224ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat {2a) sehingga Pasal 224 berbunyi
sebagai berikut :

78.

(1)

(2)

(2a)

(3)

Pasal 224

Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode
akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari
kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun transfer, dan kode
akun pembiayaan.

Kode rekening untuk menyusun laporan operasional terdiri dari kode
akun pendapatan-LO dan kode akun beban.

Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(2a) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan
statistik keuangan daerah/negara.

Ketentuan Pasal 228 ayat (2) diubah sehingga Pasal 228 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 228

Bupati menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan.

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO,
beban, dan koreksi kesalahan serta pelaporan keuangan.

Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam
laporan keuangan; dan

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan

kapitalisasi aset.

Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan
terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan,
belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang
dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

(6) Kebijakan ...



(6)

(7)

Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun
anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran
berkenaan.

79. Ketentuan Pasal 231 ayat (2)diubahsehingga Pasal 231 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 231

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan
kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 mencakup :

a. surat tanda bukti pembayaran,;

b. STS;

c. bukti transfer; dan

d. nota kredit bank.

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
dengan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);

bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
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80. Ketentuan Pasal 237 dihapus.

81

82

. Ketentuan Pasal 243 dihapus.

. Ketentuan Pasal 248 dihapus.

. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 251

SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara periodik yang meliputi :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;

neraca SKPD;

Laporan Operasional (LO) SKPD;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD; dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.
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Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

84. Ketentuan Pasal 254 dihapus.

85. Ketentuan Pasal 259 dihapus.

86. Ketentuan ...



86. Ketentuan Pasal 264 dihapus.
87. Ketentuan Pasal 269 dihapus.

88. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 276

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisuntuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 275 disampaikan
kepada DPRD dan MenteriDalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan.

89. Ketentuan Pasal 278 ayat (3) diubahsehingga Pasal 278 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 278

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

neraca;

Laporan Operasionai (LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan

. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
90. Ketentuan Pasal 279 ayat (3)diubah sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 279

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 278 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA);
b. laporan perubahan SaldoAnggaran Lebih (laporan perubahan SAL);

C. neraca;
d. Laporan ...



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUMD/perusahaan daerah.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati
dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri yang mengatur
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

91. Diantara Pasal 279 dan Pasal 280 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
279Asehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 279A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal279 ayat (3)
huruf a, disampaikan oleh Bupati kepadaMenteri Dalam Negeri paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahunanggaran berakhir.

92. Ketentuan Pasal 281 ayat (2) diubah sehingga Pasal 281 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 281

Bupati menyampaikan rancangan = peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan
yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan
SaldoAnggaran Lebih (laporan perubahan $SAL), neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta dilampiri dengan
laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

93. Ketentuan ...



®

®

93. Ketentuan Pasal 282 ayat (2) diubahsehingga Pasal 282 berbunyi sebagai

94,

95.

96.

97.

98.

99,

berikut:
Pasal 282

(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), BPK belum
menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD.

(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan
SaldoAnggaran Lebih (laporan perubahan SAL), neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK), dan laporan kinerja yang
isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Ketentuan Pasal 304 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapussehingga
Pasal 304 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304
(1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas
dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan
umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.
Ketentuan Pasal 305 dihapus.

Diantara Pasal 305 dan Pasal 306 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 305A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305A

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan.
Ketentuan Pasal 306dihapus.
Ketentuan Pasal 307dihapus.

Ketentuan Pasal 308 dihapus.

100.Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIVA

sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIVA ...



BAB XIVA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 308A

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai
berikut:
a. Bupati menetapkan kuasa pengguna Anggaran atas usul kepala SKPD
Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan
b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana
BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD
Pendidikan.

Pasal 308B

(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan.

(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.

3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud
g
pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

(4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun oleh PPKD.

Pasal 308C

(1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme
TU.

(2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme
LS.

Pasal 308D

(1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh
bendahara pengeluaran pembantu SKPD pendidikan melalui rekening
masing-masing sekolah.

(2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh
BUD melalui rekening masing-masing sekolah.

(3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian
laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.

Pasal 308E

(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308D ayat (2)
didasarkan atas Naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta.

(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SK_PD
pendidikan atas nama Bupati dapat menandatangani naskah perjanjian
hibah.

(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1

(satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.
Pasal 30F ...



Pasal 308F

(1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS
triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk
triwulan HI dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun
berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.

(2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

(3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat
penatausahaan keuangan SKPD Pendidikan.

(4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal 308G

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta
diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal I

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar.

Ditetapkan di Batusangkar

pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR,

ttd
M.SHADIQ PASADIGOE
Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAHKABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANGPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai dengan Pasal 332 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa
dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 20
Agustus 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sampai saat ini telah 2 (dua) kali mengalami
perubahan, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Disamping itu, juga terjadi perubahan-perubahan regulasi keuangan
daerah lainnya, seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Dengan adanya perubahan peraturan-peraturan tersebut, perlu kiranya
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga terdapat
sinkronisasi antara peraturan di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi
dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel, menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(Good Governance).



Adapun materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya adalah :

Pelimpahan kewenangan PA ke KPA.

KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Perbaikan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan.

Ketentuan tentang Hibah dan bansos.

Definisi belanja barang dan jasa.

Definisi belanja modal.

Penghitungan nilai aset tetap berwujud.

Kegiatan tahun jamak.

. Penyertaan modal.

10. PPA dan PPAS.

11. Pendanaan keadaan darurat.

12. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian
dalam prosedur akuntansi.

13. Pengelolaan keuangan BLUD.

14, Pengelolaan BOS.

15. Laporan Keuangan.

Do [0 o ik

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10A ...



Pasal 10A
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

. Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
. Ayat (1)
. Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (2a)

Cukup jelas
Ayat (2b) ...



Ayat (2b)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25 ...



Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38 ...



Pasal 38

Ayat (1a)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (7a)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (7) ...



Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53A

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8) ...



Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90 ...



Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 104 ...



Pasal 104
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3a)
Cukup jelas
Ayat (3b)
Cukup jelas
Ayat (3c)
Cukup jelas
Ayat (3d)
Cukup jelas
Ayat (3e)
Cukup jelas

Pasal 107A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 109A ...



Pasal 109A
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 115
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 117A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 149

Ayat ()
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 155 ...



Pasal 155
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 156
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (8a)
Cukup jelas
Ayat (8b)
Cukup jelas
Ayat (8¢)
Cukup jelas
Pasal 163
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 178
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 181
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 182
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 188
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 191
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 193
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 206
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 221

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 224
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Pasal 228
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 231
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 237
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 251 ...



Pasal 251

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 254
Cukup jelas

Pasal 259
Cukup jelas

Pasal 264
Cukup jelas

Pasal 269
Cukup jelas

Pasal 276
Cukup jelas

Pasal 278
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 279
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 279A
Cukup jelas

Pasal 281
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 282
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 304

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 305
Cukup jelas

Pasal 305A
Cukup jelas

Pasal 306
Cukup jelas

Pasal 307
Cukup jelas

Pasal 308
Cukup jelas

Pasal 308A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 308B

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 308C
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 308D
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 308E
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 308F
. Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 308G

. Cukup jelas
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